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Abstrak

Dalam sistem demokrasi sebuah organisasi selalu dihadapkan oleh peristiwa-peristiwa politik dan kepentingan personal yang akhirnya berbuah menjadi konflik. Adapun peristiwa tersebut seringkali berdampak pada perkembangan masyarakat, tidak terkecuali dalam dunia olahraga salah satunya adalah sepak bola.Sepak bola  pada   saat   sekarang   ini,   tidak   hanya   diartikan sebagai   suatu permainan   atau   suatu   pertandingan   saja,   namun   telah   menjadi   barometer perkembangan  suatu  negara  dan diperhitungkan dalam  hubungan  internasional. Sebagai contoh,  banyak  negara-negara  yang  baru  merdeka  mendaftarkan  diri menjadi negara anggota FIFA (Federation of International Football Assosiation), bahkan  jumlah  negara  anggota  FIFA  lebih  banyak  daripada  jumlah  negara anggota PBB. Olahraga menjadi alat bagi negara untuk menunjukkan eksitensinya dan alat untuk mendapatkan pengakuan internasional. Benua  Eropa,  Amerika,  Afrika bahkan  Asia juga  menjadikan  olahraga sebagai upaya pencitraan suatu negara. Austria misalnya, pelaksanaan Piala Eropa 2008 digunakan untuk menghapus  ingatan  publik  tentang  terungkapnya  kasus inses  yang  terjadi  di  Austria. Afrika  selatan  juga  menggunakan  olahraga  untuk kepentingan   politik.   Penyelenggaraan   Piala   Dunia   2010   di   Afrika   Selatan digunakan untuk “membersihkan” citra Afrika Selatan yang dulu dikenal sebagai negara apartheid.  Event  ini  juga  digunakan  sebagai  media  bagi  Afrika  Selatan untuk bergabung dan diterima secara terbuka di Komunitas Internasional. Dengan  olahraga,  negara- negara  saling  mendukung  satu  sama  lain  dalam hal yang positif demi perdamaian dunia.

Kata kunci: Olahraga, Konfilk, Sepakbola.
Abstract
The game of football is a game that serve as mediators to educate children to someday be a child intelligent, skilled, honest, and fair. Therefore, the aim of this study is to prove the presence or absence of the effect of training on the shuttle run dribbling skills in a football game on a male student of class VIII SMP Unit 8 Gresik 2019-2020 school year.

The method in this research was one group pretest posttest desaign. By using a sample of 11 male students of class VIII SMP Unit 8 Gresik 2019-2020 school year. Data collection techniques in the form of data research skills pretest dribble past cone before the samples are given treatment or treatment, and the data posttest after the samples are given treatment or treatment by using a shuttle run training. The data analysis using t-test.

The results of this study were obtained t-count amounting to 10.42 while the t-table 2,228 with the number N of 11 and 5% significance level. Because t-count  greater than t-tbale  then Ho is rejected and Ha accepted with 10.42 > 2,228 so Ha expressed no influence shuttle run training on dribbling skills in the game of football in the eighth grade male student SMP Negeri 8 Gresik unit school year 2019-2020.

Keywords : Training, shuttle run, dribbling skills.

PENDAHULUAN

Konflik dapat dilihat sebagai sebuah perjuangan antarindividu atau kelompok untuk memenangkan sesuatu tujuan yang sama-sama ingin mereka capai. Kekalahan atau kehancuran pihak lawan dilihat oleh yang bersangkutan sebagai sesuatu tujuan utama untuk memenangkan tujuan yang ingin dicapai. Berbeda dengan persaingan atau kompetisi yang memiliki tujuan utama: pencapaian kemenangan melalui keunggulan prestasi dari yang bersaing, maka dalam konflik, tujuannya adalah penghancuran pihak lawan. Karena itu, tujuan untuk memenangkan sesuatu yang ingin dicapai acapkali menjadi tidak sepenting keinginan untuk menghancurkan pihak lawan. 
Konflik sosial yang merupakan perluasan dari konflik individual, umumnya terwujud dalam bentuk konflik fisik atau perang antar dua kelompok atau lebih yang biasanya selalu terjadi dalam keadaan berulang. Sesuatu konflik fisik atau perang biasanya berhenti untuk sementara, karena harus istirahat agar dapat melepaskan lelah; atau bila jumlah korban pihak lawan sudah seimbang dengan jumlah korban pihak sendiri. Setelah istirahat, konflik diteruskan atau diulang lagi pada waktu atau kesempatan yang lain. Contoh klasik dari proses-proses konflik tersebut dapat dilihat dalam kehidupan Orang Dani dan Orang Yale yang hidup di pegunungan Jayawijaya, Irian Jaya. Orang Dani, secara tradisional, dari waktu ke waktu, hidup dalam keadaan perang antarkelompok kerabat atau klen, atau moiety yang terwujud sebagai perang antardesa atau federasi desa (lihat Heider 1970). Hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan Orang Yale, yang hidup di wilayah bagian Timur dari Orang Dani (lihat Koch 1971:359-365). 
Menurut Koch (1971:360), sesuatu perang sebagai sebuah symptom, umumnya terjadi karena ketidakadaan, tidak cukupnya, atau telah hancurnya prosedur-prosedur yang dapat digunakan untuk menjembatani perbedaan-perbedaan yang dapat memecahkan dan menghentikan perang, atau konflik tersebut. 
Dalam karya klasik tokoh sosiologi Talcott Parsons dan Edward Shills (1951), dinyatakan bahwa proses-proses sosial yang terwujud sebagai tindakan-tindakan sosial pada dasarnya bertujuan untuk dapat saling bekerja sama di antara para pelaku yang merupakan warga masyarakat. Karena itu, proses-proses sosial mempunyai fungsi-fungsi yang menekankan tujuan untuk terwujudnya kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang bercorak keseimbangan atau ekuilibrium di antara unsurunsurnya, sehingga menghasilkan adanya integrasi sosial dan integrasi kemasyarakatan. Oleh Parsons dan pengikutnya, tindakan-tindakan yang terwujud sebagai konflik dilihat sebagai penyimpangan, atau tidak fungsional dalam kehidupan manusia. Sebaliknya, para ahli sosiologi konflik, melihat gejala-gejala sosial, termasuk tindakan-tindakan sosial manusia, sebagai hasil dari konflik.


Menurut para ahli sosiologi konflik, kepentingan-kepentingan yang dipunyai orang perorang atau kelompok berada diatas norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Usaha-usaha pencapaian kepentingan-kepentingan itu didorong oleh konflik-konflik antarindividu dan kelompok sebagai aspek-aspek yang lazim terdapat dalam kehidupan sosial manusia. Model lain yang bertentangan, tetapi relevan dengan model konflik, adalah model keteraturan yang digunakan untuk melihat berbagai bentuk kompetisi dan konflik dalam olahraga dan politik sebagai sebuah bentuk keteraturan. Dalam tulisan ini, saya mencoba melihat konflik sosial dalam perspektif model konflik dan model keteraturan, dalam upaya memahami potensi-potensi dan eskalasinya, serta upaya-upaya untuk pencegahannya.
PEMBAHASAN


Loland (2001:10) hakekat kompetisi olahraga adalah mengukur, membandingkan, dan membuat rangking. Untuk mencapai hakekat tersebut kita diperkenalkan dengan apa yang dinamakan etos olahraga. Bagi Loland, etos olahraga adalah konstruksi sosial. 
Sedangkan fungsi etos itu sendiri menurut D' Agostino, berperan dalam menetapkan permainan tersebut. Ia terdiri dari aturan yang menetapkan bagaimana  aturan-aturan permainan tersebut diterapkan di dalam situasi yang kongkret (1988:71). Sama seperti seperangkat norma sosial bersama lainnya, ia merupakan ekspresi nyata dari minat dan tujuan manusia dimanapun dan kapanpun. Scdangkan apa saja tujuan teknisnya dan bagaimana mengartikulasikannya boleh jadi berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya, atau pada satu periode yang lain.


Sebagai peraktek soslal, kemenangan (winning) merupakan tujuan dari kompetisi olahraga. Loland (2001:9-10) menyebutnya sebagai tujuan struktural olahraga (the structural goal of sport). Dimana tujuan ini merupakan elemen utama dalam memahami olahraga. 
Selain elemen utama yang bersifat relatif tetap, ada motif-motif yang bersifat individual dan sangat mungkin untuk berubah. Daiamistilatr Loland (2001:10-11) tujuan ini disebut tujuan yang disengaja/direncanakan di antara para kompetitor (the intenational goal among competitors). Tujuan ini meliputi tujuan internal semacam kegembiraan, ketegangan, perasaan kebersamaan, tantangan, dan keunggulan, sertatujuan eksternal semacam pemantapan persahabatan dan jaringan kerja sosial, atau penampilan olahraga tingkat tinggi, prestise dan profit. Baik tujuan struktural maupun intensional tersebut di atas, sesungguhnya memiliki suatu landas pijak yang disebut moralitas. 
Suatu identitas yang menyediakan ruang bagi refleksi atas tujuan-tujuan yang sifatnya spesifik dari tindakan dan praktek tertentu di mana pada akhirnya membawa pada perenungan atas tujuan yang lebih umum dan fundamental. toland (2001:1 l)  menyebutnya tujuan moral olahraga. Moralitas menuntut kita pada pengertian baik dan buruk. Oleh karena itu moralitas memiliki dimensi sosial di dalam penjabarannya. Seperti dipaparkan toland (2001:18), moralitas dapat dipahami sebagai suatu sub-kelas dari norma sosial dan nilai suatu kelompok masyarakat. 
Norma moral dan nilai mengatur interaksi dalam situasi di mana apa yang dipertimbangkan sebagai nilai dasar dipertaruhkan. Melanggar norma moral membawa kepadi sangsi internal, seperti perasaan bersalah (guilty) dan/ atau sangsi ekstemal seperti disalahkan (blame). studi filosofis tentang moralitas ini secara umum dikcnai scbagai etika di dalam ctika. kita tidak hanya mcncari deskripsi empiris norrna moral dan nilai suatu kelompok masyarakat, tetapi juga mencoba merefleksikan secara kritis. termasuk di antaranya saran-saran untuk memodifikasi perubahan.

Pencegahan Konflik Sosial Dalam Olahraga


Konflik sosial terjadi antara dua kelompok atau lebih, yang terwujud dalam bentuk konflik fisik antara mereka yang tergolong sebagai anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berlawanan. Dalam konflik sosial, jatidiri dari orang perorang yang terlibat dalam konflik tersebut tidak lagi diakui keberadaannya. Jatidiri orang perorang tersebut diganti oleh jatidiri golongan atau kelompok. Dengan kata lain, dalam konflik sosial, yang terjadi bukanlah konflik antara orang perorang dengan jatidiri masing-masing, melainkan antara orang perorang yang mewakili jatidiri golongan atau kelompoknya. Atribut-atribut yang menunjukkan ciri-ciri jatidiri orang perorang tersebut berasal dari stereotip yang berlaku dalam kehidupan antargolongan yang terwakili oleh kelompokkelompok konflik. Dalam konflik sosial, tidak lagi ada tindakan memilah-milah dan menyeleksi siapa-siapa pihak lawan yang harus dihancurkan. Sasarannya adalah keseluruhan kelompok yang tergolong dalam golongan yang menjadi musuh atau lawannya, sehingga penghancuran atas diri dan harta milik orang perorang dari pihak lawan, dilihatnya sama dengan penghancuran kelompok pihak lawan. 


Pada dasarnya olahraga bukan ditujukan untuk mencegah konflik. Semua jenis olahraga merupakan kompetisi fisik yang bertujuan untuk mencapai kemenangan dengan mengalahkan pihak lawan. Namun, saat ini kegunaan olahraga semakin berkembang. Salah satunya yaitu ditujukan untuk mencegah konflik dan memfasilitasi perdamaian, walaupun didalamnya terdapat pihak yang kalah dan pihak yang menang. Melalui olahraga, pihak yang saling bertikai dapat secara langsung dipertemukan dan dituntut untuk menunjukkan sikap sportif, sebagaimana dengan sikap sportif dalam kompetisi olahraga (Darisman, 2016).


Konflik atau perang adalah pertikaian antara dua atau lebih individu ataupun kelompok yang didasarkan pada kebutuhan, ide, nilai dan tujuan yang berbeda. Konflik merupakan sesuatu yang sulit dan kompleks, dan seringkali sulit menemukan solusi yang positif.Sisi negatif dari konflik adalah adanya kekerasan. Terdapat banyak jenis dan bentuk dari konflik seperti kesalahpahaman antar individu, antar kelompok kriminal, konflik etnik, konflik ras, konflik agama ataupun konflik antar negara.


Konflik selalu berdampak terhadap kedua belah pihak dan masyarakat lain yang berada di sekitar konflik itu terjadi. Perang dan konflik memperlihatkan lemahnya komunikasi dan terdapatnya hambatan dalam berinteraksi antar pihak yang berkonflik. Terdapat beberapa contoh bagaimana olahraga digunakan secara efektif untuk menciptkan situasi yang damai seperti di Afrika Selatan, negara Balkan dan Amerika Selatan. Olahraga merupakan aktifitas paling populer di dunia. Aktifitas ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki dewasa saja, tetapi juga dilakukan oleh perempuan, anak-anak bahkan orang tua sekalipun. Saat ini, olahraga menjadi hiburan yang paling diminati di dunia, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya even olahraga serta penikmat olahraga.Pada dasarnya konflik merupakan upaya dua atau beberapa untuk mencapai kepentingan, namun bertolak belakang dengan pihak lain. Dalam hal ini, olahraga mempunyai kapasitas untuk membangun interaksi dan komunikasi antar pihak tersebut.


Konflik sosial yang terwujud sebagai kerusuhan fisik atau amuk massa harus dihentikan. Yang seharusnya menghentikan adalah petugas kepolisian, dan bukannya tentara, karena doktrin kepolisian sebenaraya berbeda dari doktrin ketentaraan. Sayangnya, Polisi Indonesia sudah menjadi seperti tentara, karena selama 32 tahun di bawah pemerintahan Orde Baru, polisi telah dijadikan sebagai sebuah satuan yang tidak terpisahkan dari ABRI. Bahkan, setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Habibie untuk memisahkan Polisi dari ABRI, Polisi pun secara organisasi masih berada di bawah departemen Hankam. Fungsi polisi dalam masyarakat adalah sebagai penegak hukum, pengayom masyarakat, dan pelayan masyarakat. Sebagai penegak hukum, polisi juga menjalankan fungsi sebagai pembasmi kejahatan. Dalam organisasi ABRI, selama 32 tahun, fungsi sebagai pembasmi kejahatanlah yang diutamakan dan dibiayai secara memadai. Fungsi-fungsi lainnya dianaktirikan, atau bahkan diabaikan sama sekali. Fungsi sebagai pembasmi kejahatan mempunyai kesamaan dengan fungsi tentara sebagai penyerang atau penghancur musuh, dan karena itu cocok dengan posisi polisi sebagai bagian dari ABRI. Dampak dari pengabaian fungsi-fungsi polisi seperti tersebut di atas—yang sebetulnya merupakan fungsi-fungsi utama dari polisi— adalah bahwa polisi menjadi kurang mampu, atau tidak profesional dalam menangani berbagai konflik dan kerusuhan sosial. Hal itu disebabkan oleh cara penanganannya yang bukan merupakan cara penanganan polisi, melainkan cara penanganan tentara. Yang diturunkan ke lapangan untuk menangani konflik atau kerusuhan sosial adalah pasukan tempur, dan bukannya pasukan pendamai. Akibatnya, konflik sosial yang terjadi bukannya dapat dihentikan, melainkan malah berkembang biak.


Syarat utama bagi setiap upaya penanganan konflik sosial agar dapat menghentikan konflik tersebut, ialah adanya suatu pranata atau organisasi (yang terbaik adalah polisi) yang dipercaya oleh pihak-pihak yang bermusuhan, dan yang digolongkan sebagai pihak ketiga, yang artinya tidak mempunyai kepentingan dalam konflik tersebut. Pihak ketiga itu dipercaya karena keadilan dan kekuatan yang dipunyainya. Bila polisi juga mempunyai kepentingan dalam konflik atau kerusuhan sosial yang terjadi, maka polisi tidak dapat berfungsi sebagai penghenti konflik sosial tersebut. Begitu juga, bila polisi sebagai sebuah pranata atau organisasi tidak mempunyai kekuatan yang sah untuk menegakkan hukum dan keadilan, maka polisi juga tidak akan dapat berfungsi untuk menghentikan konflik sosial yang terjadi. Syarat kedua adalah tidak memusuhi atau menembak para perusuh, baik salah satu pihak atau kedua pihak yang bermusuhan, tetapi berbicara dengan mereka. Dari apa yang telah diuraikan terdahulu, konflik atau perang terjadi karena tidak adanya jalur komunikasi yang dapat mengakomodasi atau meredam perbedaan-perbedaan dan pertentangan-pertentangan yang terjadi. Untuk itu, harus dicari kepala-kepala atau tokoh-tokoh yang betulbetul pemimpin dari kelompok-kelompok yang bermusuhan tersebut untuk diajak saling berbicara. Tujuannya ialah mencari titik temu yang memungkinkan dapat dihentikannya konflik sosial yang merugikan semua pihak. Bila suatu keputusan yang disetujui bersama telah dicapai, maka persetujuan bersama tersebut harus dijalankan oleh kedua belah pihak yang bermusuhan dengan diawasi dan dikendalikan pelaksanaannya oleh polisi, untuk betul-betul dijalankan secara bulat dan menyeluruh. Bila hasil persetujuan tidak dijalankan secara bulat dan menyeluruh, maka perdamaian tidak akan berlangsung lama. Seperti yang telah terjadi di Ambon, saya mengusulkan untuk mengaktifkan pela gandong, sebuah ikatan darah atau seketurunan yang mengikat secara adat dua orang atau kelompok yang beragama Islam dan Kristen sebagai sebuah satuan kehidupan sehidup semati, berikut sanksisanksi adat bagi para pelanggarnya, yang harus dilakukan melalui upacara yang sakral. Tetapi, yang telah dilakukan untuk mendamaikan konflik Ambon tersebut pada bulan Mei 1999 yang lalu, bukanlah membuat upacara ritual yang sakral, melainkan membuat upacara seremonial yang superfisial. Tentu saja upaya perdamaian tersebut gagal. Perundingan yang harus dilakukan oleh pihak ketiga yang netral dan diakui kewibawaan kekuasaannya oleh kedua belah pihak yang bermusuhan, adalah titik kunci pembuka jalan perdamaian. Pembicaraan yang dilakukan oleh pihak ketiga harus terpusat pada sebab-sebab permusuhan dan patokan-patokan penilaian menurut kebudayaan masing-masing pihak yang bermusuhan tersebut. Berdasarkan patokan-patokan nilai budaya yang digunakan oleh masing-masing pihak yang berkonflik tersebut, pihak ketiga dapat melakukan tawar menawar mengenai sumber-sumber konflik. Hal itu bertujuan untuk mereduksi sumber-sumber konflik menjadi perbedaan-perbedaan yang tidak harus diselesaikan dengan cara saling menghancurkan satu sama lain.


Tujuan akhir dari pihak ketiga dalam perundingan tersebut adalah tercapainya persetujuan dari pihak-pihak yang konflik mengenai patokan keadilan yang harus mereka patuhi bersama, keutuhan jatidiri dan kehormatan masing-masing pihak. Kedua belah pihak harus merasa diuntungkan dengan adanya perdamaian di antara mereka. 
Cara-cara perdamaian dan isi perdamaian harus dirundingkan dan disesuaikan dengan nilainilai budaya dari pihak-pihak yang konflik. Jadi, bukan menurut cara-cara pihak ketiga. Selama perundingan berlangsung, konflik sosial dalam bentuk kerusuhan ataupun pembunuhan dan pembakaran harta benda harus dapat dihentikan, dan dengan persetujuan atau setidak-tidaknya sepengetahuan pihak-pihak yang konflik. 
Penghentian kerusuhan dilakukan dengan menyiarkan pengumuman secara meluas kepada dua belah pihak yang konflik untuk menghentikan segala kegiatan pengrusakan mereka; dan mengenakan sanksi bagi pelanggar-pelanggarnya tanpa pandang bulu. Penghentian harus dilakukan dengan menggunakan kekuatan polisi yang harus mampu mengambil tindakan tegas bila ada yang melanggarnya. Ketegasan bertindak yang adil dengan cara bertindak yang tidak pandang bulu harus dilakukan.
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